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Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang peraturan pel aksanaan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu kekayaan
yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dapat digunakan sebagai objek jaminan
pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Berbeda dengan
Hak Cipta, Merek sebagal salah satu hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan suatu jaminan belum
diatur dalam peraturan perundang-undangan mana pun, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah
praktiknya penjaminan suatu Merek dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga
keuangan nonbank. Dalam Penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu tersebut
adalah yuridis normatif dengan menelaah dan dan menganalisis bahan pustaka, dokumen dan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan substansi penelitian dan empiris dengan melakukan
penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa lembaga keuangan nonbank. Hasil yang diperoleh
dari penelitian ini digunakan sebagai pengetahuan konsep dan acuan referensi atas penjaminan suatu Merek
sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intel ektual pada
lembaga keuangan nonbank di Indonesia. Dalam implementasinya Merek sebagai benda bergerak tidak
berwujud secarateori telah dapat dijadikan objek jaminan dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan
intelektual pada lembaga keuangan nonbank dengan Jaminan Fidusia. Namun pada praktiknya, skema
pembiayaan tersebut masih belum dapat diterapkan dikarenakan belum adanya acuan untuk menilai suatu
Merek yang akan dijaminkan serta pula karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara
terperinci terkait objek jaminan kekayaan intelektual. Sehingga jika diterapkan, dapat berpotensi
menimbulkan resiko kerugian kepada |lembaga keuangan nonbank terkait.

...... With the issuance of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning implementing regulations
of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, Intellectual Property Rights as a property
arising or born due to human intellectual abilities can be used as collateral for debt repayment in intellectual
property-based financing schemesin Indonesia. In contrast to Copyrights, Marks as one of the intellectual
property rights that can be used as collateral have not been regulated in any laws and regulations,
particularly Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The subject matter of
the discussion in this study is how the practice of guaranteeing a Mark in an intellectual property-based
financing scheme at a non-bank financial institution. In this study, the research method used to examine
these issues is normative juridical by examining and analyzing literature, documents and laws and
regulations related to the substance of the research and empirical by conducting field research through
interviews with several non-bank financial institutions. The results obtained from this study are used as
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conceptual knowledge and references for guaranteeing aMark as an object of collateral for debt repayment
in intellectual property-based financing schemes at non-bank financial institutionsin Indonesia. The
conclusion of thisresearch isthat in itsimplementation, marks as intangible movable objects can
theoretically be used as collateral objectsin intellectual property-based financing schemes in non-bank
financia institutions with Fiduciary Guarantees. However, in practice, this financing scheme cannot yet be
implemented due to the absence of areference for assessing a Mark to be pledged as collateral and also
because there are no implementing regul ations that regulate in detail regarding the object of intellectual
property guarantees. So that if implemented, it could potentially pose arisk of loss to the related non-bank
financia institution.



